ABSTRAK

Pengawan Otoritas Jasa Keuangan kepada praktek gadai swasta di Kota
Semarang dilaksanakan sesuai dengan POJK No 31 tahun 2016 dan dilakukan
langsung oleh OJK region 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta
OJK dalam pengawasannya bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah
lainya. Penulis menguraikan bentuk perlindungan hukum oleh OJK untuk
perusahaan gadai swasta.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif kualitatif
dan analisis data kualitatif dari narasumber.

Hasil penelitian ini menyimpulkan peran pengawasn Otoritas Jasa
Keuangan dilakukan untuk mendorong pelaku usaha pergadaian yang belum
terdaftar atau memiliki izin usaha pergadaian agar dapat mematuhi regulasi yang
berlaku guna memastikan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan
terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntable. Perlindungan hukum
yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada pelaku usaha gadai adalah
memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan gadai swasta berupa
perlindungan hukum terhadap operasional perusahaan, perlindungan hukum
terhadap sengketa antara pelaku usaha dan pengguna gadai yang melalui jalur
non litigasi, dan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang tata kelola perusahaan
gadai sesuai regulasi OJK.
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